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ANALISIS KEBIJAKAN PENEMPATAN AUDITOR DI KANTOR WILAYAH 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

(Analysis of Auditor Placement Policy At Regional Offices of The Ministry 
of Law And Human Rights)
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Email: firdaus_insan@yahoo.co.id

Tulisan Diterima: 4 Oktober 2016; Direvisi: 18 November 2016; 
Disetujui Diterbitkan: 24 November 2016

Abstrak

Penempatan auditor di kantor wilayah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan tugas 
dan fungsi pengawasan di Kementerian Hukum dan HAM khususnya di kantor wilayah. Pokok 
permasalahan dalam penelitian ini adalah apa faktor pendorong dan kendala dalam penempatan 
auditor di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
metode gabungan  antara penelitian kualitatif dan kuantitatif  dan bersifat deskriftif analisis yang 
bertujuan untuk mendapatkan gambaran analis kebutuhan penempatan auditor di kantor wilayah. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penempatan auditor di kantor wilayah merupakan suatu 
kebutuhan bagi Inspektorat Jenderal dan kantor wilayah karena akan mendukung pelaksanaan tugas 
dan fungsi pengawasan di kantor wilayah lebih efektif dan efisien. Bahwa terdapat kendala dalam 
penempatan auditor di Kantor Wilayah baik secara kelembagaan, belum dilakukannya identifikasi 
risiko, dan kurangnya sumber daya auditor. Oleh karena itu, penempatan auditor di kantor wilayah 
belum memungkinkan untuk dilaksanakan dalam waktu dekat karena terhambat oleh kendala-
kendala tersebut. Untuk menempatkan auditor di Kantor Wilayah harus dilakukan persiapan terlebih 
dahulu baik secara regulasi, kelembagaan dan sumber daya auditor.
Kata Kunci: Penempatan, Auditor, Kantor Wilayah

Abstract

Auditors placement at regional offices is one of the efforts to intensify task and function of supervision 
of the Ministry and Law and Human Rights, especially at regional offices. The main problem of this 
research is what the booster factors and obstacles of auditors placement at regional offices of the 
Ministry of Law and Human Rights. This research uses mix- method approach between qualitative and 
quantitative with analysis descriptive. It aims to describe the need analysis of auditors placement at 
regional officers. Bases on the result of research known that its placement is a need for Inspectorate 
General and regional offices because they will support task and function more effective and efficient. 
But, it still finds obstacles in the placement of auditors at regional offices namely institutionally, 
risk identification has not been done, yet and lack of human resources of the auditor. Therefore, 
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It requires to preparation such  regulation, 
institutional and human resources.
Keywords: placement, auditor, regional office

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Akuntabilitas merupakan salah satu 

asas dalam penyelenggaraan kebijakan 
dan Manajemen Aparatur Sipil Negara 
(ASN). Dalam Pasal 2 huruf g Undang-
Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Undang-Undang ASN), yang 
dimaksud dengan “asas akuntabilitas” 
adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil 
akhir dari kegiatan Pegawai ASN harus 
dapat dipertanggungjawabkan kepada 
masyarakat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Oleh sebab 
itu, akuntabilitas menjadi salah satu tata nilai 
atau pedoman bagi aparatur Kementerian 
Hukum dan HAM dalam melaksanakan 
tugas (PASTI: Profesional, Akuntabilitas, 
Sinergi, Transparan dan Inovatif), sehingga 
setiap kegiatan Kementerian Hukum dan 
HAM dapat dipertanggungjawabkan kepada 
masyarakat sesuai dengan ketentuan atau 
peraturan yang berlaku. 

Untuk menjamin adanya akuntabilitas 
dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh 
aparatur sipil negara, maka diperlukan suatu 
sistem pengawasan yang baik. Aparatur Sipil 
Negara mempunyai peran dalam melakukan 
pengawasan terhadap kegiatan yang 
dilaksanakan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 
12 Undang-Undang ASN disebutkan bahwa: 
 “Pegawai ASN berperan sebagai 

perencana, pelaksana, dan pengawas 
penyelenggaraan tugas umum pe-
merintah an dan pembangunan nasional 
melalui pelaksanaan kebijakan dan 
pelayanan publik yang profesional, 
bebas dari intervensi politik, serta 
bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan 
nepotisme”.

Pengawasan atas pelayanan publik di 
lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 
dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal 
Kementerian Hukum dan HAM sebagai 
unit kerja pengawasan terhadap satuan 
kerja pelayanan yang berada di lingkungan 
Kementerian Hukum dan HAM.  Inspektorat 
Jenderal sebagai aparat pengawasan 
intern pemerintah dalam melaksanakan 
tugas pokok dan fungsinya berusaha untuk 
meningkatkan kinerja pengawasannya dalam 
kaitannya dengan Quality Assurance, guna 
memberi jaminan kualitas pengawasan yang 
baik dan hasil pengawasan yang dilakukan 
tepat sasaran dan tujuan serta sesuai dengan 
ketentuan standar audit aparat pengawasan 
intern pemerintah kepada masyarakat. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum 
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
Pasal 949 disebutkan Inspektorat Jenderal 
mempunyai tugas menyelenggarakan 
pengawasan intern di Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia.  Kemudian pasal 
950 menjelaskan bahwa Inspektorat Jenderal 
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1) Penyusunan kebijakan teknis 

pengawasan intern di lingkungan 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia;

2) Pelaksanaan pengawasan intern di 
lingkungan Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia terhadap kinerja dan 
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, 
pemantauan, dan kegiatan pengawasan 
lainnya;

3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan 
tertentu atas penugasan Menteri;

4) Penyusunan laporan hasil pengawasan 
di lingkungan Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia;

5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat 
Jenderal; dan



Analisis Kebijakan Penempatan Auditor......(Insan Firdaus)

299

6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan 
oleh Menteri.
Selain memberi jaminan kualitas 

pengawasan yang baik, Inspektorat 
Jenderal juga menjalankan peran konsultasi 
(consultating role) sehingga dapat 
memberikan peringatan dini (early warning) 
kepada seluruh organisasi dan satuan 
kerja untuk mencegah dan meminimalisasi 
kemungkinan-kemungkinan terjadinya pe-
langgaran dan penyimpangan.

Untuk merespon tuntutan percepatan 
kinerja pelayanan publik di lingkungan 
Kementerian Hukum dan HAM, diperlukan 
peningkatan intensitas pengawasan atas 
penyelenggaraan pelayanan publik oleh 
Inspektorat Jenderal. Namun, dalam 
pelaksanaannya masih terdapat kendala, 
salah satunya yaitu kekurangan pejabat 
auditor di Inspektorat Jenderal yang tidak 
sebanding dengan jumlah satuan kerja yang 
harus dilakukan pengawasan, serta  tugas 
dan fungsi pengawasan yang cukup banyak. 

Sumber daya auditor yang dimiliki oleh 
Inspektorat Jenderal hingga Desember 
2015 berjumlah  93 orang dan 20 CPNS 
Auditor yang bertugas untuk mengawasi 
seluruh satuan kerja (objek pemeriksaan) di 
Kementerian Hukum dan HAM berjumlah 837 
objek pemeriksaan. Sedangkan jumlah ideal 
auditor yang harus dimiliki sebanyak 156 
orang sehingga kekurangan 63 orang1.

Kondisi tersebut berdampak pula 
terhadap kinerja pengawasan yang belum 
optimal, khususnya pengawasan di kantor 
wilayah yang tersebar di semua provinsi. 
Dalam Peraturan Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015 
tentang Rencana Strategis Kementerian 
Hukum dan HAM 2015-2019 teridentifikasi 
berbagai permasalahan yang terkait 

dengan penyelenggaraan pengawasan di 
Kementerian Hukum dan HAM, antara lain:
1. Masih terjadinya praktek korupsi, kolusi 

dan nepotisme atau irregularities di 
lingkungan Kementerian Hukum dan 
HAM karena kurang memadai khususnya 
pelayanan publik, kurangnya penegakkan 
aturan, lemahnya pengawasan secara 
berjenjangan dari atasan dan kurangnya 
upaya-upaya pencegahan korupsi, 
kolusi dan nepotisme.

2. Belum optimalnya kualitas Laporan 
Keuangan Kementerian Hukum dan 
HAM.

3. Belum optimalnya cara atau bentuk 
komunikaasi pengawasan yang belum 
berdasarkan kebutuhan stakeholders 
(pengguna hasil) dan belum mengacu 
pada kapabilitas APIP (Evaluasi BPKP);

4. Kegiatan pengawasan belum sepenuhnya 
pada substansi permasalahan;

5. Belum optimalnya komunikasi yang 
efektif dengan audit dalam melaksanakan 
pengawasan;

6. Belum optimalnya alokasi sumber daya 
untuk menanganinya (terbatasnya 
anggaran dan sarana prasarana), SDM 
dan Aplikasi IT. 
Berkenaan hal tersebut, untuk 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja 
pengawasan di Kementerian Hukum dan 
HAM,  Inspektorat Jenderal berencana untuk 
menempatkan auditor di kantor wilayah. 
Rencana tersebut tertuang dalam Rencana 
Strategi Kementerian Hukum dan HAM tahun 
2015-2019 yang menargetkan tersusunnya 
Peraturan Menteri tentang Penempatan 
auditior di kantor wilayah pada tahun 2019.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, 

rumusan masalah dalam kajian ini adalah 
sebagai berikut:

1 Sumber data: paparan Sekretaris Inspektorat Jenderal tanggal selasa, 8 Desember 2015 di Hotel Royal Kuningan 
Jakarta.
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1. Apa faktor pendorong penempatan 
auditor di kantor wilayah Kementerian 
Hukum dan HAM?

2. Apa kendala dalam penempatan auditor 
di kantor wilayah Kementerian Hukum 
dan HAM?

Tujuan
1. Untuk mengetahui faktor pendorong 

penempatan auditor di kantor wilayah 
Kementerian Hukum dan HAM?

2. Untuk mengetahui kendala dalam 
penempatan auditor di kantor wilayah 
Kementerian Hukum dan HAM?

Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
 Dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan metode gabungan (mixed 
methods) antara penelitian kualitatif 
dan kuantitatif. Penggunaan metode 
gabungan ini dilakukan untuk dapat 
memperoleh gambaran yang lebih 
mendalam mengenai fenomena 
yang diteliti yang pada akhirnya akan 
memperkuat analisis penelitian

2. Jenis Penelitian
 Penelitian ini bersifat deskriftif analisis 

yang bertujuan untuk mendapatkan 
gambaran analis kebutuhan penempatan 
auditor di kantor wilayah. 

3. Metode Pengumpulan Data
 Data dalam penelitian ini terdiri dari 

2 (dua) bagian yaitu data primer dan 
data sekunder.Data Primer diperoleh 
melalui wawancara mendalam (indepth 
interview) secara semi terstruktur dan 
kuesioner.  Sedangkan data sekunder 
diperoleh melalui studi kepustakaan 
(library study) dengan cara membaca 
berbagai literatur seperti buku, jurnal, 
internet dan sumber bacaan lainnya yang 
berhubungan dengan topik penelitian.

4. Teknik Analisis Data
 Mengingat penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif, maka peneliti dalam 
menganalisis data mempergunakan 
model interaktif sebagaimana dikemuka-
kan oleh Miles dan Huberman (1992:15-
21) yang meliputi kegiatan reduksi 

 data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan2.

PEMBAHASAN 

Faktor Pendorong Penempatan Auditor Di 
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan 
HAM

Pengawasan merupakan salah satu 
fungsi dalam manajemen organisasi. 
Menurut G.R. Terry ada 4 fungsi manajemen, 
yaitu planning, (perencanaan) organizing, 
(pengorganisasian), actuating (penggerakan), 
dan controlling (pengawasan)3. Pengawasan 
sering juga disebut pengendalian, dan 
merupakan fungsi manajemen yang 
mempunyai hubungan yang erat dengan fungsi 
perencanaan. Perencanaan merupakan 
kegiatan penentu tujuan, sedangkan 
pengawasan ditujukan agar kegiatan-
kegiatan untuk merealisasikan tujuan serta 
efektifitas pendayagunaan sumber-sumber 
agar tidak menyimpang dari rencana. Melalui 
pelaksanaan fungsi pengawasan dapat 
diketahui secara dini apakah tercapai tujuan 
sesuai dengan rencana atau malah terjadi 
kesenjangan akibat adanya penyimpangan-
penyimpangan4.

Sedangkan pengawasan menurut Harold 
kootz yang dikutip oleh Sukarna (1992:6), 
bahwa fungsi pengawasan manajemen 
ada 5 (lima) yaitu planning (perencanaan), 
organizing (organisasi), staffing (penyusunan 
personalia), actuating (penggerakan), dan 
controlling (pengawasan)5.

2 Miles,  B.B., dan A.M. Huberman, Analisa Data Kualitatif. (Jakarta: UI   Press  1992).,hlm.15.
3 Terry,  George  R.  dan  Rue,  L.W, Dasar-dasar  Manajemen,  Bumi  Aksara, (Jakarta, Bumi  Aksara,1996).,hlm.
4 Ulbert Silalahi, Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi, (Bandung CV Sinar Baru, 1992).,hlm.173.
5 Sukarna, Dasar-Dasar Manajemen, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 6. 
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Tujuan utama pengawasan adalah agar 
kegiatan itu sesuai dengan standarnya, 
namun jika dirinci lebih lanjut, maka menurut 
Ibnu Syamsi tujuan fungsi pengawasan 
adalah6:
1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan-

nya cukup efisien
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan-

nya tidak mengalami kesulitan-kesulitan 
yang berarti.

3. Untuk mengetahui penyebabnya apabila 
terjadi penyimpangan

4. Untuk mengetahui pemecahannya, 
sehingga pelaksanaan sesuai dengan 
standarnya.
Menurut Maringan (2004: 61) 

menyatakan tujuan pengawasan ada dua 
yaitu pertama, mencegah dan memperbaiki 
kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian 
dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan. 
Kedua, agar pelaksanaan yang dilaksanakan 
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan 
sebelumnya.

Pengawasan intern pemerintah 
merupakan fungsi manajemen yang penting 
dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
Melalui pengawasan intern dapat diketahui 
apakah suatu instansi pemerintah telah 
melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya secara efektif dan efisien, 
serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang 
telah ditetapkan, dan ketentuan. Selain itu, 
pengawasan intern atas penyelenggaraan 
pemerintahan diperlukan untuk mendorong 
terwujudnya good governance dan 
clean government dan mendukung 
penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, 
efisien, transparan, akuntabel serta bersih 
dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan 
nepotisme.

Pengawasan intern adalah seluruh 
proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, 

evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya 
berupa asistensi, sosialisasi dan konsultansi 
terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi 
organisasi dalam rangka memberikan 
keyakinan yang memadai bahwa kegiatan 
telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur 
yang telah ditetapkan secara efektif dan 
efisien untuk kepentingan pimpinan dalam 
mewujudkan kepemerintahan yang baik.

Pengawasan intern di lingkungan 
Departemen, Kementerian dan Lembaga 
Pemerintah Non Departemen (LPND) 
dilaksanakan oleh lnspektorat Jenderal 
dan lnspektorat Utama/lnspektorat untuk 
kepentingan Menteri/Pimpinan LPND dalam 
upaya pemantauan terhadap kinerja unit 
organisasi yang ada dalam kendalinya.

Untuk meningkatkan pengawasan di 
lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 
khususnya di kantor wilayah yang tersebar di 
semua provinsi, maka Inspektorat Jenderal 
sebagai aparat pengawas intern pemerintah 
berinisiatif untuk menempatkan auditor di 
setiap kantor wilayah. Kedudukan, tugas 
dan fungsi auditor dalam pemerintahan 
diatur dalam Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 
Per/220/M.Pan/7/2008 Tentang Jabatan 
Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. 
Pengertian auditor Dalam Permenpan 
tersebut adalah Jabatan yang mempunyai 
ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan 
wewenang untuk melakukan pengawasan 
intern pada instansi pemerintah, lembaga 
dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat 
kepentingan negara sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Kebutuhan penempatan auditor di kantor 
wilayah dapat dilihat dari 2 Perspektif yaitu, 
Pertama, perspektif Inspektorat Jendral 
sebagai subjek yang melakukan tugas dan 
fungsi pengawasan. Kedua, perspektif dari 
kantor wilayah sebagai objek pengawasan.

6 Ibnu Syamsi, Pokok-Pokok Organisasi, (Jakarta: Rineke Cipta, 1994).,hlm.148.
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Kebutuhan Penempatan auditor di kantor 
wilayah dari prespektif Inspektorat Jenderal, 
disebabkan oleh beberapa faktor, antara 
lain karena Inspektorat Jenderal kekurangan 
sumber daya auditor, beban kerja auditor 
yang cukup besar dan untuk optimalisasi 
pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan 
di kantor wilayah agar lebih efektif dan 
efisien. Sedangkan bagi kantor wilayah dan 
unit pelayanan teknis penempatan auditor 
di kantor wilayah akan mempermudah 
berkoordinasi dan berkonsultasi dengan 
auditor, membantu pelaksanaan tugas dan 
fungsi dalam semua tahapan kegiatan yang 
meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan 
dan laporan kegiatan, sehingga dapat 
mencegah terjadinya kekeliruan, kesalahan 
dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas 
dan fungsi.

Berdasarkan hasil kajian dan 
pengumpulan data di enam kantor wilayah 
yaitu DKI Jakarta, DI Aceh, Jawa Barat, Jawa 
Tengah, Maluku, dan Gorontalo dengan 226 
responden diketahui bahwa beberapa faktor 
pendorong  penempatan auditor di kantor 
wilayah antara lain sebagai berikut: 
1. Untuk meningkatkan Efisiensi dan 

Efektivitas Pengawasan di kantor 
wilayah

Rencana penempatan auditor di 
kantor wilayah merupakan kebutuhan 
baik bagi Inspektorat Jenderal maupun  
kantor wilayah. Penempatan auditor 
diharapkan akan dapat meningkatkan 
efisiensi waktu dan efektivitas 
pengawasan, karena tugas dan fungsi 
pengawasan di kantor wilayah dapat 
langsung dilakukan oleh auditor yang 
ada dikantor wilayah

Sehubungan dengan rencana 
Inspektorat Jenderal untuk  menempatkan 
auditor di kantor wilayah sebanyak 85% 
responden menyatakan perlu/setuju 
dengan rencana tersebut dan sekitar 
14 %. Responden yang menyatakan 

tidak perlu dan sekitar 1 % yang tidak 
menjawab.

Responden yang menyatakan 
dibutuhkannya penempatan auditor di 
kantor wilayah menyampaikan alasannya 
sebagai berikut:
	Agar adanya persamaan persepsi 

antara auditor dengan pelaksana 
dalam pengerjaan kegiatan dan 
memudahkan pegawai kantor 
wilayah untuk konsultasi, komunikasi 
dan koordinasi dengan auditor 
setiap saat dan auditor kanwil dapat 
melakukan pengawasan ke seluruh 
UPT, serta dapat menghindari 
penyelewengan dalam pekerjaan

	Agar Fungsi pelaksanaan kegiatan 
dapat selaras dengan fungsi 
pengawasan sehingga pengawasan 
di Kantor Wilayah dapat dilakukan 
secara efektif, efisien dan ekonomis.

	Tugas Auditor di Kanwil untuk 
melakukan pendampingan se-
hingga apabila ada auditor di 
Kanwil kegiatan pengawasan 
bisa dilakukan secara optimal dan 
berkesinambungan.selain itu juga 
kegiatan pekerjaan dapat berjalan 
sesuai dengan petunjuk dan 
apabila ada masalah dapat diatasi 
dengan cepat dan keberadaan 
auditor di kantor wilayah secara 
psikologis akan mempengaruhi 
terhadap pihak-pihak tertentu untuk 
tidak melakukan tindakan yang 
menyimpang.
Sebaliknya, responden yang 

tidak sependapat dengan rencana 
penempatan auditor di Kanwil 
menyampaikan beberapa alasan, antara 
lain:
		Karena tugas pengawasan dilakukan 

juga oleh pejabat struktural di kantor 
wilayah yang telah diambil sumpah 
untuk melakukan pengawasan 
melekat;
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	Ada kekhawatiran jika auditor 
ditempatkan di kantor wilayah akan 
menimbulkan konflik kepentingan, 
auditor tidak independen dan secara 
psikologis akan berpengaruh pada 
proses dan hasil audit.

		Karena tugas dan fungsi 
pengawasan yang dilakukan oleh 
auditor dari Inspektorat Jenderal 
sudah berjalan dengan baik dan 
kantor wilayah melalui masing-
masing divisi selalu melakukan 
moniitoring setiap triwulan.

	Khusus responden di Kanwil DKI 
Jakarta dan Jawa Barat menyatakan 
tidak perlu penempatan auditor di 
kanwil karena kedudukan kantor 
wilayah tersebut dekat dengan 
kantor Inspektorat Jenderal di 
Jakarta.

2. Untuk memberikan pembinaan dan 
pendampingan dari awal perencanaan, 
pelaksanaan dan laporan kegiatan di 
kantor wilayah.

Dengan ditempatkannya di kantor 
wilayah, auditor dapat berperan aktif 
disetiap tahapan kegiatan, mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan sampai 
dengan pelaporan. Tugas dan fungsi 
auditor yang ditempatkan di kantor 
wilayah adalah melakukan pembinaan 
dan pendampingan.  Dengan demikian 
pengawasan auditor dikantor wilayah 
sifatnya Preventive controll, yaitu 
melakukan pengendalian sebelum dan 
ketika dilaksanakannya suatu kegiatan 
untuk menghindari/mencegah terjadinya 
penyimpangan-penyimpangan. Auditor 
dapat mengidentifikasi secara dini 
kemungkinan-kemungkinan terjadinya 
kekeliruan dalam pelaksanaan kegiatan 
dan dapat dengan segera memberikan 
koreksi apabila terjadi kesalahan atau 
kekeliruan.  Sehingga disetiap tahapan 
kegiatan di kantor wilayah bisa terlaksana 
sesuai dengan peraturan dan dapat 
meminimalisir kesalahan prosedural 
yang dapat merugikan negara.

Berkaitan dengan pelaksanaan 
pengawasan di kantor wilayah, 
responden menginginkan auditor 
melakukan kegiatan pengawasan sejak 
perencanaan (33 %), proses (33 %) 
dan mengaudit setelah selesai suatu 
kegiatan (19%) dan disemua tahapan 
(15%). 

3. Untuk meningkatkan peran konsultasi 
auditor

Auditor juga memiliki tugas atau  
peran konsultasi, yaitu memberikan 
masukan, petunjuk dan arahan kepada 
seluruh pelaksana kegiatan dalam 
melaksanakan kegiatan, sehingga dapat 
mencegah terjadinya penyimpangan 
dan agar pelaksanaan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. Konsultasi ini 
diperlukan bagi pegawai khususnya di 
kantor wilayah yang menemui kesulitan 
atau hambatan dalam melaksanakan 
tugasnya dan dikhawatirkan akan 
menjadi masalah dikemudian hari. 

Dengan ditempatkanya auditor 
di kantor wilayah diharapkan dapat 
memudahkan setiap satuan kerja 
untuk berkonsultasi dengan auditor jika 
terdapat kesulitan atau masalah yang 
dihadapi sehingga dapat meningkatkan 
kinerja Kementerian Hukum dan HAM 
yang profesional, akuntabel, sinergi, 
transparan dan inovatif.

Terhadap peran konsultasi dengan 
auditor, hampir 100% responden 
menyatakan bahwa perlu berkonsultasi 
dengan auditor apabila ada masalah atau 
hambatan dalam pekerjaan. Responden 
menyatakan perlu berkonsultasi dengan 
auditor agar dalam pelaksanaan tugas/
kebijakan tidak melenceng dari aturan 
yang seharusnya dan mencegah 
terulangnya kesalahan diwaktu yang 
akan datang serta untuk memperbaiki 
kinerja dan menambah wawasan, 
sehingga setiap kegiatan/program 
selesai tepat waktu.

Sedangkan, menurut sebagian 
besar responden sekitar 53% responden 
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menyatakan peran konsultasi auditor 
Itjen belum dilakukan secara optimal 
dengan alasan antara lain sebagai 
berikut:
 Auditor Inspektorat Jenderal sering 

melakukan tugas fungsinya pada 
akhir tahun saja, padahal diawal 
pelaksanaan kegiatan atau awal 
tahun auditor diperlukan juga 
untuk memberikan pentunjuk atau 
arahan agar perencanaan berjalan 
sebagaimana mestinya. 

	 Kedudukan auditor yang terpusat 
di Jakarta, menyebabkan pegawai 
di Kantor Wilayah dan Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) sulit 
untuk berkonsultasi. Meskipun 
media komunikasi sudah canggih, 
misalnya melalui telepon dan email, 
Namun. konsultasi melalui telepon 
atau email dirasa kurang efektif, 
karena kadang-kadang penjelasan 
yang diberikan oleh auditor kurang 
jelas dan waktunya terbatas, serta 
tidak maksimalnya jika konsultasi 
tidak secara langsung (tatap muka).

	 Auditor Inspektorat Jenderal 
tidak setiap tahun datang ke unit 
pelayanan teknis menyebabkan 
kesempatan untuk berkonsultasi 
waktunya sangat terbatas dan 
belum ada bagian khusus untuk 
konsultasi di Inspektorat Jenderal.

	 Karena auditor Inspekorat Jenderal 
lebih banyak melakukan tugas 
pengawasan dibandingkan me-
laksanakan peran konsultasi dan 
sosialisasi ke Kantor wilayah
Belum optimal peran konsultasi 

auditor Itjen disebabnya karena 
responden merasa kesulitan untuk 
berkonsultasi, dimana sebanyak 51% 
responden merasa kesulitan untuk 
berkonsultasi dan hanya 35% responden 
yang menyatakan mudah berkonsultasi. 

Kesulitan untuk berkonsultasi 
dengan auditor Inspektorat disebabkan 
karena:

	 Posisi auditor jauh ada di Jakarta, 
sedangkan konsultasi melalu 
telepon kurang efektif serta 
penjelasan yang diberikan oleh 
auditor Inspektorat kurang jelas dan 
waktunya terbatas.

	 Kurangnya Sumber Daya Manusia 
auditor dan tidak ada saluran 
komunikasi; tidak tahu harus 
menghubungi bagian apa; 
keterbatasan sarana informasi, baik 
media cetak maupun elektronik; 
belum optimalnya sosialisasi dari 
Inspektorat Jenderal ke UPT.

Kendala Dalam Penempatan Auditor Di 
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan 
HAM 

Berdasarkan kajian terhadap beberapa 
peraturan tentang jabatan auditor dan hasil 
diskusi dengan stakeholder terkait,  terdapat 
beberapa hal yang akan menjadi kendala 
dalam penempatan auditor di kantor wilayah 
Kementerian Hukum dan HAM. Kendala-
kendala tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Tidak adanya tugas dan fungsi 

Pengawasan dalam struktur organisasi 
kantor wilayah Kementerian Hukum 
dan HAM

Penempatan auditor di Kantor 
Wilayah harus mengikuti ketentuan 
yang berlaku, diantaranya Peraturan 
Menteri Pemberdayaan Aparatur 
Negara Nomor: Per/220/M.Pan/7/2008 
Tentang Jabatan Fungsional Auditor dan 
Angka Kreditnya. Dalam Pasal 1 angka 
(3) Permenpan tersebut dijelaskan 
bahwa Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah (APIP) adalah instansi 
pemerintah yang dibentuk dengan tugas 
melaksanakan pengawasan intern di 
lingkungan pemerintah pusat dan/atau 
pemerintah daerah, yang terdiri dari 
Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP), Inspektorat 
Jenderal Departemen, Inspektorat/unit 
pengawasan intern pada Kementerian 
Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat 
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Lembaga Pemerintah Non Departemen, 
Inspektorat/unit pengawasan intern pada 
Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara 
dan Lembaga Negara, Inspektorat 
Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit 
pengawasan intern pada Badan Hukum 
Pemerintah lainnya sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada pasal 3 ayat (1) 
Permenpan Nomor 220 tahun 2008 
tersebut diatas diketahui bahwa kantor 
wilayah Kementerian Hukum dan 
HAM tidak termasuk dalam Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah. 
Sehingga kantor wilayah tidak bisa secara 
langsung melaksanakan tugas dan fungsi 
pengawasan, kecuali ada pendelegasian 
wewenang dari Inspektorat Jenderal 
untuk membantu melaksanakan tugas 
dan fungsi pengawasan di Kantor 
wilayah. Meskipun  dalam Pasal 59 dan 
60 Permenkumham Nomor 28 Tahun 
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kantor Wilayah disebutkan bahwa 
ada kewajiban bagi pimpinan kantor 
Wilayah melaksanakan pengawasan 
melekat terhadap bawahannya, tetapi 
pengawasan yang dimaksud bukan 
pengawasan sebagaimana yang 
dilakukan oleh Inpektorat Jenderal 
seperti audit, reviu atau evaluasi. Selain 
itu, tidak ada Divisi/Bagian/Bidang 
di struktur organisasi kantor wilayah 
yang mempunyai tugas khusus untuk 
melakukan pengawasan.

Selanjutnya dalam Permenpan 
Nomor 220 tahun 2008 Pasal 3 ayat 
(1)  juga dijelaskan bahwa Auditor 
berkedudukan sebagai pelaksana 
teknis fungsional bidang pengawasan di 
lingkungan Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah. Kemudian dalam ayat 
(2) disebutkan bahwa Auditor dalam 
melaksanakan tugasnya bertanggung 
jawab kepada pimpinan instansi 
pengawasan yang bersangkutan 
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Hal ini menjadi kendala untuk 

menempatkan auditor di kantor wilayah, 
apabila penempatan auditor tersebut 
bersifat permanen/tetap berkedudukan 
di kantor wilayah, karena secara struktur 
organisasi berdasarkan Peraturan 
Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 28 
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kantor Wilayah,  kantor wilayah 
Kementerian Hukum dan HAM bukan 
termasuk Intansi pengawasan dan juga 
tidak melakukan fungsi pengawasan, 
sehingga secara struktur organisasi 
auditor tidak bisa ditempatkan di kantor 
wilayah. 

Kemudian, dalam struktur 
organisasi kantor wilayah ada kelompok 
jabatan fungsional yang dibawah 
langsung Kepala Kantor Wilayah, akan 
tetapi auditor sebagai jabatan fungsional 
tidak bisa dimasukan kedalam kelompok 
jabatan fungsional tersebut, karena 
seorang auditor melaksanakan tugasnya 
bertanggung jawab kepada pimpinan 
instansi pengawasan, sedangkan 
kedudukan Kepala Kantor Wilayah 
bukan sebagai pimpinan instansi 
pengawasan, tetapi bertugas untuk 
mengkoordinasikan tugas kepala divisi 
(Pasal 1 ayat (3) Permenkumham No 28 
tahun 2014). 

Namun demikian, jika auditor 
ditempatkan di kantor wilayah bersifat 
sementara yang  disebabkan adanya 
kebutuhan terkait dengan tugas dan 
fungsi pengawasan yang urgen dan 
membutuhkan waktu yang cukup lama, 
maka penempatan auditor tersebut dapat 
dilakukan secara langsung berdasarkan 
surat perintah dari Inspektorat jenderal. 
Sehingga auditor yang di kantor wilayah 
tersebut tidak masuk kedalam struktur 
organisasi kantor wilayah, tetapi tetap 
dibawah koordinasi dan bertanggung 
jawab ke Inspektorat Jenderal.

2. Manajemen risiko dan Analisis 
Kebutuhan Auditor 

Rencana penempatan audior di 
kantor wilayah merupakan bagian dari 
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rencana pengawasan di lingkungan 
Kementerian Hukum dan HAM. Oleh 
karena itu, harus didahului dengan 
identifikasi atau penilaian resiko di 
setiap kantor wilayah. Manajemen 
Risiko adalah sebuah proses untuk 
mengidentifikasi, menilai, mengelola,dan 
mengendalikan peristiwa atau situasi 
potensial untuk memberikan keyakinan 
memadai tentang pencapaian tujuan 
organisasi. Melalui manajemen risiko 
akan diketahui kantor wilayah mana saja 
yang benar-benar membutuhkan untuk 
ditempatkan auditor di kantor wilayah 
tersebut.  

Risiko di setiap kantor wilayah 
Kementerian Hukum dan HAM 
bervariasi, ada kantor wilayah yang 
memiliki risiko yang tinggi dan ada juga 
rendah. Sehingga rencana penempatan 
auditor harus berbasis risiko dengan 
menentukan skala prioritas yaitu kantor 
wilayah  yang mempunyai tingkat 
risiko yang tinggi dan/atau aktivitas 
penanganan risiko (risk response) 
yang kurang memadai. Kebutuhan 
penempatan auditor akan berbeda 
antara kantor wilayah tergantung hasil 
manajemen risiko yang telah dilakukan 
dan oleh karena itu penempatan 
auditor di kantor wilayah akan menjadi 
tidak efektif dan efisien, apabila tidak 
dilakukan terlebih dahulu manajemen 
risiko di setiap kantor wilayah. 

Berdasarkan pengumpulan data 
di 6 provinsi mayoritas responden 
menyatakan perlu ditempatkan auditor 
di kantor wilayah, namun menurut kajian 
tim tidak semua kantor wilayah perlu 
ditempatkan auditor karena besaran 
risiko yang mungkin terjadi kecil. Sebagai 
contoh, Kantor Wilayah Gorontalo 
yang hanya memiliki 6 (UPT) yang 
beban kerja pengawasan tidak terlalu 
banyak, selain itu juga kantor wilayah 
Gorontalo sudah bekerjasama dengan 
Badan Pengawasan keuangan dan 
Pembangunan provinsi Gorontalo terkait 

dengan pertanggungjawaban keuangan 
dan pendampingan pengawasan 
terhadap kegiatan yang dilaksanakan, 
sehingga berdasarkan hal tersebut 
penempatan auditor di kantor wilayah 
Gorontalo tidak terlalu dibutuhkan, 
karena resiko terjadinya pelanggaran 
dan penyimpangan relatif kecil.

Apabila penempatan auditor 
di kantor wilayah bersifat tetap dan 
berada dibawah struktur organisasi 
kantor wilayah, maka harus dilakukan 
terlebih dahulu analisis kebutuhan dan 
penyediaan pegawai sesuai dengan 
ketentuan dalam surat keputusan 
Kepala Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan Nomor: Kep-971/K/
Su/2005 tentang Pedoman Penyusunan 
Formasi Jabatan Fungsional Auditor Di 
Lingkungan Aparat Pengawasan Internal 
Pemerintah. 

3. Sumber daya auditor yang 
ditempatkan di kantor wilayah

Penempatan auditor di kantor 
wilayah juga terkendala dengan 
ketersediaan sumber daya manusia, 
karena  kondisi saat ini secara umum 
di Kementerian Hukum dan HAM 
kekurangan pegawai baik diunit pusat 
maupun di kantor wilayah. Berdasarkan 
hasil pengumpulan data diketahui 
sebagian besar responden menginginkan 
auditor berasal dari Inspektorat Jenderal 
karena secara kualitas, kemampuan 
dan pengalaman sudah memahami 
tugas dan fungsi auditor, selain itu 
juga akan lebih propesional dalam 
menjalankan tugas pengawasan. Akan 
tetapi, jika auditor yang ditempatkan di 
kantor wilayah berasal dari Inspektorat 
Jenderal akan sulit dilakukan, karena 
Inspektorat Jenderal kekurangan auditor 
dan jika ditempatkan di setiap kanwil 
akan berpengaruh terhadap kinerja 
pengawasan yang dilakukan Inspektorat 
Jenderal. (misal di setiap 1 kantor 
wilayah ditempatkan 2 orang Auditor, 
maka diperlukan 66 auditor padahal 
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berdasarkan data kepegawaian hingga 
tahun 2015 Itjen memiliki 93 orang).

Demikian juga apabila auditor yang 
ditempatkan berasal dari pegawai kantor 
wilayah setempat, akan terkendala 
dengan ketersediaan pegawai kantor 
wilayah karena hampir disetiap Divisi 
dan UPT di kantor wilayah kekurangan 
pegawai, selain itu harus dilakukan 
pendidikan dan pelatihan auditor terlebih 
dahulu baru bisa diangkat menjadi 
auditor.

Kendala lain jika auditor berasal dari 
pegawai kanwil akan terkendala apakah 
pegawai kanwil bersedia menjadi 
auditor, karena berdasarkan hasil 
pengumpulan data/kuestioner sebagian 
besar Responden (60%) tidak bersedia  
menjadi auditor kantor Wilayah.  Sebagian 
besar alasan responden tidak bersedia 
disebabkan telah menduduki jabatan 
struktural, tidak memiliki kompetensi 
dan tidak sesuai dengan minat dan latar 
belakang pendidikan. Sedangkan kalau 
direkrut dari CPNS tidak bisa langsung 
ditempatkan di Kantor Wilayah, karena 
secara kemampuan dan pengalaman 
CPNS masih kurang dan harus mengikuti 
pendidikan dan pelatihan auditor, selain 
itu terkendala dengan moratorium 
pengadaan CPNS.

PENUTUP

Kesimpulan 
Penempatan auditor di kantor 

wilayah merupakan suatu kebutuhan bagi 
Inspektorat Jenderal dan kantor wilayah. 
Kebutuhan Penempatan auditor di kantor 
wilayah dari prespektif Inspektorat Jenderal, 
disebabkan oleh beberapa faktor, antara 
lain karena Inspektorat Jenderal kekurangan 
sumber daya auditor, beban kerja auditor 
yang cukup besar dan untuk optimalisasi 
pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan 
di kantor wilayah agar lebih efektif dan 
efisien. Sedangkan bagi kantor wilayah dan 

unit pelayanan teknis penempatan auditor 
di kantor wilayah akan mempermudah 
berkoordinasi dan berkonsultasi dengan 
auditor, membantu pelaksanaan tugas dan 
fungsi dalam semua tahapan kegiatan yang 
meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan 
dan laporan kegiatan, sehingga dapat 
mencegah terjadinya kekeliruan, kesalahan 
dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas 
dan fungsi.

Bahwa terdapat kendala dalam 
penempatan auditor di kantor wilayah,yaitu 
Pertama, secara kelembagaan struktur 
organisasi kantor wilayah bukan instansi 
pengawasan dan tidak memiliki fungsi 
pengawasan, hal ini akan menjadi hambatan 
ketika penempatan auditor di kantor wilayah 
secara permanen dan masuk kedalam 
struktur organisasi kantor wilayah karena 
sesuai aturan auditor harus berada di instansi 
pengawasan. Kedua, perlu dilakukannya 
manajemen risiko di setiap kantor wilayah 
untuk menentukan kebutuhan auditor di 
kantor wilayah.Ketiga, kurangnyasumber 
daya auditor yang akan ditempatkan di 
kantor wilayah baik yang berasal dari auditor 
Inspektorat Jendral maupun pegawai kantor 
wilayah. 

Saran
Bahwa untuk menempatkan auditor di 

Kantor Wilayah harus dilakukan persiapan 
baik secara regulasi, kelembagaan dan 
sumber daya auditor. Oleh karena itu, 
berdasarkan hasil kajian tersebut diatas,  
kami sampaikan beberapa saran yang dapat 
dijadikan bahan masukan dan pertimbangan 
sebagai berikut:
1. Untuk jangka panjang penempatan 

auditor dikantor wilayah menjadi 
suatu kebutuhan dan oleh karena itu 
Inspektorat Jenderal dan Sekretariat 
Jenderal harus mempersiapkan aturan 
dan element pendukung lainnya dalam 
rangka penempatan auditor di Kantor 
Wilayah.
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2. Untuk jangka pendek, penempatan 
auditor di Kantor Wilayah belum 
memungkinkan untuk dilaksanakan, 
karena secara struktur kelembagaan, 
regulasi dan sumber daya manusia 
belum mendukung terlaksananya 
penempatan auditor  di kantor wilayah.

3. Agar Inspektorat Jenderal dan 
Sekretariat Jenderal  mempersiapkan 
bahan rumusan perubahan struktur 
organisasi tata laksana kantor wilayah 
dengan menambahkan ketentuan 
tentang tugas dan fungsi pengawasan di 
kantor wilayah.

4. Agar Inspektorat Jenderal melakukan 
manajemen risiko dengan melakukan 
analisis dan identifikasi risiko di seluruh 
kantor wilayah. Manajemen risiko 
diperlukan untuk menentukan seberapa 
besar kebutuhan penempatan auditor 
di setiap kantor wilayah, beban kerja 
auditor dan sifat serta waktu penempatan 
auditor di kantor wilayah.

5. Agar Inspektorat Jenderal dan Sekretariat 
Jenderal melakukan analisis kebutuhan 
dan penyediaan auditor di setiap kantor 
wilayah, sehingga diketahui jumlah 
auditor dan beban kerja auditor yang 
ditempatkan di kantor wilayah.

6. Agar Inspektorat Jenderal menyiapkan 
dan menambah sumber daya manusia 
auditor baik yang direkrut dari internal 
pegawai di lingkungan Kementerian 
Hukum dan HAM, maupun dari calon 
pegawai negeri sipil untuk meningkatkan 
kinerja pengawasan di lingkungan 
Kementerian Hukum dan HAM.

7. Agar Inspektorat Jenderal meningkatkan 
peran konsultasi dan menyediakan media 
konsultasi yang memudahkan pegawai 
Kantor Wilayah untuk berkonsultasi 
ketika ada masalah atau hambatan. 

8. Inspektorat Jenderal dan Kantor 
Wilayah mengoptimalkan kerjasama 
dengan Badan Pengawas Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP) baik tingkat 
pusat dan provinsi, dalam rangka 
membantu pengawasan, pembinaan dan 

pendampingan Kantor Wilayah dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya.
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